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Allelaningrum, Primadya, Akibat Hukum Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) dalam 
Persidangan Menurut Hukum Perdata di Indonesia. Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu 
Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2019. 
Kehadiran para pihak yang berperkara pada persidangan merupakan sesuatu 
yang penting, terutama bagi pihak yang merasa haknya dirugikan. Ketidak hadiran para 
pihak yang berperkara dalam persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut, 
dapat dianggap sebagai ketidakseriusan mereka untuk mempertahankan haknya dan  
maka para pihak tersebut akan mengalami konsekwensi tertentu. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tinjauan hukum keadaan tidak 
hadir (afwezigheid) para pihak dalam persidangan menurut hukum perdata di Indonesia 
dan mengkaji akibat hukum ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan pada kasus 
perkara Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Slw. Jenis penelitian yang digunakan adalah 
penelitian kepustakaan dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Sumber data 
utama yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi 
kepustakaan dan dokumen. Metode analisis data dilakukan secara deduktif dianalisa 
dengan metode normatif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tinjauan hukum keadaan tidak hadir 
(afwezigheid) para pihak dalam persidangan menurut hukum perdata di Indonesia, 
antara lain: Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut (Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 838 K/Pdt/1975), Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah (Pasal 125 ayat (1) 
HIR), Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi (Pasal 125 ayat (2) HIR), 
Penggugat tidak hadir di persidangan (Pasal 124 HIR), Pengunduran sidang akibat 
tergugat tidak hadir pada sidang pertama (Pasal 126 HIR), 2) Akibat hukum 
ketidakhadiran tergugat dalam persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) 
HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang 
berdasarkan hukum dan beralasan. Kasus perkara nomor 34/Pdt.G/2018/PN Slw, 
penjatuhan putusan verstek sebagian telah sesuai dengan hukum yang berlaku dengan 
dasar pertimbangannya jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah 
diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan 
beralasan, maka Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan 
tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain 
menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di 
lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 




Allelaningrum, Primadya, Due to the Legal Situation of Not Present (Afwezigheid) in 
Trial Under Civil Law in Indonesia. Skripsi. Tegal: Law Faculty Faculty of Law Study 
Program, Tegal Pancasakti University. 2019. 
The presence of parties who litigate at the trial is something important, 
especially for those who feel their rights have been impaired. The absence of the parties 
who litigate in a trial that has been formally summoned and properly, can be considered 
as their seriousness to defend their rights and then the parties will experience certain 
consequences. 
This study aims to describe the legal review of the absence (afwezigheid) of the 
parties in the trial according to civil law in Indonesia and examine the legal 
consequences of the absence of the Defendant in the trial in case case Number 34 / Pdt.G 
/ 2018 / PN Slw. The type of research used is library research with normative legal 
research approach. The main data source used is secondary data with the method of 
collecting literature and document study data. Data analysis method is deductively 
analyzed using qualitative normative methods. 
The results showed that: 1) Legal review of the absence (afwezigheid) of the 
parties in the trial according to civil law in Indonesia, among others: Defendant has been 
legally and properly summoned (Supreme Court Decree Number 838 K / Pdt / 1975), 
Defendant did not attend without valid reason (Article 125 paragraph (1) HIR), 
Defendant does not submit competency exception (Article 125 paragraph (2) HIR), 
Plaintiff does not attend court (Article 124 HIR), Resignation of trial due to the 
defendant is not present at the first trial (Article 126 HIR), 2) Due to the law of the 
absence of the defendant in the trial based on the provisions of Article 125 paragraph 
(1) HIR, the decision handed down without the presence of the Defendant can be 
granted as long as it is based on law and reason. Case number 34 / Pdt.G / 2018 / PN 
Slw, the ruling of the verstek is partly in accordance with applicable law on the basis of 
its consideration of the period and formality of the summons according to law properly 
and the lawsuit does not violate the law and is grounded, the Defendant and The 
Defendant, who was properly summoned but did not appear before the court and did 
not order anyone to appear as his representative, must be declared absent. 
Based on the results of this study are expected to be material information and 
input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of 
Law, University of Pancasakti Tegal. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting, hubungan 
manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah 
memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup manusia. Kondisi tersebut 
menjadikan sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang ini, karena 
berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang sementara jumlah 
bidang tanah terbatas. Sengketa tanah merupakan sengketa yang timbul karena 
adanya konflik kepentingan atas tanah. 
Bagi bangsa Indonesia tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan 
merupakan kekayaan nasional, serta hubungan antara bangsa Indonesia dengan 
tanah bersifat abadi. Jadi sengketa hukum atas tanah tidak dapat dilepaskan 
kaitannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu negara hukum yang 
berorientasi kepada kesejahteraan umum sebagaimana tersurat dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan tanah yang 
muncul akhir-akhir ini, semakin kompleks. Pemicunya, tak sebatas aspek ekonomi 
saja, melainkan sosial dan budaya bahkan juga agama.  
Timbulnya konfik atau sengketa, maka hukum memegang peranan penting 
dalam menyelesaikan masalah tersebut.1 Suatu sengketa biasanya dapat diselesaikan 
melalui pengadilan yaitu dengan proses beracara di sidang pengadilan (litigasi) atau 
                                                            
1 Amriani, Nurnaningsih, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 1. 
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melalui jalan kekeluargaan/musyawarah mufakat yang dalam istilah hukum sering 
disebut dengan mediasi. Beberapa permasalahan tanah, bisa diselesaikan dengan 
baik oleh kantor pertanahan melalui ”mediasi”. Mediasi adalah salah satu bagian 
dari alternatif penyelesaian sengketa (APS), disamping negosiasi, arbitrase, dan 
pengadilan.2 
Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui sidang pengadilan 
atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa 
dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan 
memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Penyelesaian dalam litigasi ini bersifat 
putusan, di mana salah satu pihak akan dinyatakan menang dan pihak lainnya kalah 
(win-lose solution). Prosedur dalam jalur litigasi sifatnya lebih formal dan teknis, 
memerlukan biaya yang mahal, serta lebih membutuhkan waktu yang cukup lama 
karena prosesnya yang berlarut-larut.3  
Menghadapi suatu sengketa, hakim harus bersikap aktif untuk selalu 
mengupayakan mediasi antara pihak-pihak yang berperkara. Hakim harus 
membantu pihak yang berperkara dan berusaha semaksimal mungkin 
mengantisipasi segala hambatan dalam rangka menyelesaikan sengketa yang 
mereka hadapi guna tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan 
yang sesuai dengan asas yang tercantum dalam Pasal 2 angka (4) Undang-Undang 
No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
                                                            
2 Khotibul, Umam, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan . Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 
2010, hlm. 2. 
3 Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 233. 
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Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa tanah 
adalah gugatan lewat pengadilan, dimana hakim akan bertindak sebagai perantara 
bagi pihak-pihak yang bersengketa, sehingga hak-hak dan kewajiban dari warga 
negara akan senantiasa terjamin, dengan demikian hukum acara perdata mempunyai 
arti penting dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal penyelesaian perkara 
lewat pengadilan maka prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan hukum acara 
perdata. 
Kehadiran para pihak yang berperkara pada persidangan merupakan sesuatu 
yang penting, terutama bagi pihak yang merasa haknya dirugikan. Ketidak hadiran 
para pihak yang berperkara dalam persidangan yang telah dipanggil secara resmi 
dan patut, dapat dianggap sebagai ketidak seriusan mereka untuk mempertahankan 
haknya. Kehadiran para pihak dalam persidangan juga akan mempengaruhi agenda 
persidangan selanjutnya. Jika para pihak yang dipanggil secara resmi dan patut, 
tetapi tidak menghadap ke persidangan, maka para pihak tersebut akan mengalami 
konsekwensi tertentu. 
Landasan hukum kehadiran para pihak dalam persidangan diatur dalam 
Pasal 148 RBg/124 HIR, Pasal 149 ayat (1) RBg/125 ayat (1) HIR, Pasal 150 
RBg/126 HIR, Pasal 151 RBg/127 HIR, Pasal 186 ayat (3) RBg/159 ayat (3) HIR. 
Landasan hukum di atas, merupakan sebagai pedoman bagi Majelis Hakim untuk 
menunda persidangan ketika ada para pihak yang tidak hadir menghadap ke 
persidangan. Namun selain dari itu, Majelis Hakim juga harus berpegang pada asas 
sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana dalam artian efektif dan efesien, dan 
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biaya ringan dengan artian yang dapat dijangkau oleh para pihak.4 Sehingga tidak 
ada para pihak yang dirugikan. Hadir atau tidak hadirnya para pihak dalam 
persidangan, tergantung para pada relas panggilan. Apakah sudah dipanggil atau 
belum, sebagaimana di atur dalam Pasal 121-122, 380, 390-392 HIR, dan Pasal 145-
146 R.Bg.5  
Pada kasus perkara Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Slw, pada hari sidang yang 
telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi 
Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain 
menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang 
tanggal 19 Oktober 2018, dan tanggal 31 Oktober 2018 telah dipanggil dengan 
patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu 
halangan yang sah. Karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi 
Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk 
mewakili Tergugat dalam hal menghadapi perkaranya maka putusan dalam perkara 
a quo di putus dengan tanpa kehadiran Tergugat dan Turut Tergugat atau verstek 
berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. Dalam perkara a quo tersebut, baik 
Tergugat maupun Turut Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban atau keberatan 
terhadap surat gugatan Penggugat.  
Apabila pada hari yang ditentukan tergugat tidak hadir dan pula ia tidak 
menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil 
dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali 
                                                            
4 Syukur, Sarmin, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, Surabaya: Jaudar Press, 2018. 
hlm. 52. 
5 Asnawi, M. Natsir, Hukum Acara Perdata, Teori, Praktek dan Permasalahannya di Peradilan 
Umum dan Peradilan Agama, Yogyakarta: UII Press 2016, hlm. 180. 
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kalau ternyata dalam pengadilan negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau 
tidak beralasan.6 Sempitnya ruang lingkup pengaturan undang-undang menyangkut 
persoalan ketidakhadiran dalam proses berperkara telah menimbulkan banyak 
masalah di dalam praktik persidangan perkara perdata, khususnya dalam perkara-
perkara yang mengandung sengketa (contentiosa). Undang-undang hanya mengatur 
mengenai ketidakhadiran pihak penggugat hanya dalam Pasal 124 HIR/148 RBg 
saja, sedangkan terhadap ketidakhadiran pihak tergugat hanya diatur oleh Pasal 125-
129 HIR/149-153 Rbg, sehingga tidak heran jika persoalan mengenai 
ketidakhadiran para pihak dalam proses berperkara jarang menjadi bahan kajian 
secara khusus dan tersendiri. 
Banyak muncul problematika yang disebabkan oleh perbedaan pendapat di 
kalangan praktisi maupun akademisi menyangkut penerapan beberapa aturan di 
dalam hukum acara terhadap ketidakhadiran para pihak dalam proses berperkara, 
antara lain menyangkut mengenai keabsahan panggilan, ruang lingkup kehadiran 
dan ketidakhadiran, proses pembuktian dalam acara verstek, upaya hukum terhadap 
putusan di luar hadir dan jangka waktu untuk mengajukan perlawanan (verzet). 
Kondisi tersebut dipicu oleh adanya kekosongan hukum (vacuum of law) dan 
ketidakjelasan secara tekstual dalam rumusan undang-undang hukum acara perdata 
yang berlaku saat ini (HIR, RBg maupun Rv) yang secara substansial merupakan 
hasil konkordansi dari undang-undang peninggalan kolonial. Kesalahan dan 
kekeliruan hakim dalam menerapkan ketentuan acara terhadap ketidakhadiran para 
pihak, kerap merugikan kepentingan salah satu pihak, karena setiap putusan yang 
                                                            
6 Soeroso, R., Hukum Acara Perdata HIR, Rbg, dan Yurisprudensi, Jakarta: Sinar Grafika, 
2011, hlm. 56. 
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dijatuhkan di luar hadir selalu didahului oleh proses pemeriksaan secara sepihak. 
Dalam buku ini penulis mencoba untuk mengungkap segala seluk beluk dan 
persoalan mengenai ketidakhadiran para pihak dalam proses berperkara. 
Berdasarkan uraian di atas, maka untuk memperkaya kajian dan 
pembahasan penelitian, penulis mencoba meneliti tentang teknik-teknik 
persidangan dalam perkara perdata, khususnya menyangkut tentang ketidakhadiran 
para pihak hubungannya dengan putusan gugur dan verstek dengan judul “Akibat 
Hukum Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) dalam Persidangan Menurut Hukum 
Perdata di Indonesia.” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang dan judul yang akan diteliti maka penulis 
memfokuskan pada rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana tinjauan hukum keadaan tidak hadir (afwezigheid) para pihak dalam 
persidangan menurut hukum perdata di Indonesia? 
2. Apa akibat hukum ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan pada kasus 
perkara Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Slw? 
C. Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian sudah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Sesuai 
dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin 
penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum keadaan tidak hadir (afwezigheid) para 
pihak dalam persidangan menurut hukum perdata di Indonesia. 
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2. Untuk mengkaji akibat hukum ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan pada 
kasus perkara Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Slw. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis 
maupun secara praktis sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk 
menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka ilmu hukum terutama 
dalam hukum perdata khusunya pengetahuan yang berhubungan dengan 
ketidakhadiran para pihak dan putusan verstek. Hasil penelitian juga dapat 
dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian sejenis berikutnya. 
2. Manfaat Praktis, sebagai bahan rujukan masyarakat dalam praktek di lapangan 
mengenai pentingnya kehadiran para pihak di pengadilan dan lebih memahami 
dampaknya ketidakhadiran para pihak yaitu adanya putusan verstek. Masyarakat 
diharapkan mampu memahami dan tidak menyepelekan kehadiran 
dipersidangan, karena jika Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan ataupun 
menyuruh kuasanya untuk mewakili Tergugat dalam hal menghadapi 
perkaranya maka putusan dalam perkara a quo akan di putus dengan tanpa 
kehadiran Tergugat dan Turut Tergugat atau verstek berdasarkan ketentuan 
Pasal 125 ayat (1) HIR. 
E. Tinjauan Pustaka  
Rahmawati, Ema (2016) Penjatuhan Putusan Verstek dalam Praktik di 
Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara 
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Perdata Positif di Indonesia. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 2, No. 
2 (2016). Dalam proses beracara perdata di pengadilan, para pihak tidak selamanya 
hadir dalam proses persidangan. Ketidakhadiran dapat dilakukan oleh penggugat 
ataupun oleh tergugat. Ketidakhadiran ini membawa konsekuensi hukum tersendiri. 
Ketidakhadiran tergugat diatur di dalam Pasal 125 HIR yang dikenal dengan 
putusan di luar hadir (verstek). Mengenai kapan dijatuhkannya putusan verstek ini 
menjadi variatif di dalam praktik. Pada prinsipnya, walaupun tergugat tidak hadir, 
suatu persidangan pemeriksaan perkara haruslah berjalan adil dengan 
memperhatikan kepentingan dan hak dari tergugat.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penjatuhan putusan verstek 
tersebut di dalam praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung 
dalam kajian Hukum Acara Positif Indonesia. Penjatuhan putusan verstek dalam 
praktik di Pengadilan Agama Bandung umumnya dilakukan dalam perkara 
perceraian (gugat cerai atau cerai talak). Penjatuhan putusan verstek umumnya 
dilakukan setelah tergugat dipanggil dua kali untuk persidangan hari pertama, tetapi 
tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 
125 jo Pasal 126 HIR. Pelaksanaan penjatuhan putusan verstek dalam praktik di 
Pengadilan Negeri Bandung mayoritas dilakukan dalam perkara perceraian serta 
perkara lainnya (perkara wanprestasi, perbuatan melawan hukum). Dalam praktik, 
sebelum dijatuhkan putusan verstek, pemanggilan kepada tergugat yang diketahui 
tempat tinggalnya tetapi tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, 
maka pemanggilan akan diulang kembali dan maksimal dilakukan dua kali 
pemanggilan. Adapun untuk tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya/tempat 
kediamannya, pemanggilan kembali untuk hari sidang pertama yang ditentukan 
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umumnya maksimal dilakukan tiga kali pemanggilan sebelum akhirnya dilanjutkan 
ke proses pembuktian dari penggugat dan pada gilirannya akan dijatuhkan putusan 
verstek pada hari sidang berikutnya. 
Khaira, Ummul & Yahya, Azhari (2018) Pelaksanaan Upaya Perdamaian 
dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah 
Syar’iyah Bireuen). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 
3, September 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari 
upaya perdamaian dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Bireuen serta 
penyebab tidak tercapainya perdamaian sehingga diputus secara verstek. Metode 
dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 
9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 
65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
jo. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran 
Kompilasi Hukum Islam menyatakan hakim wajib mengupayakan perdamaian 
kepada para pihak pada setiap persidangan secara efektif dan optimal untuk 
mencegah terjadinya perceraian. Namun pada praktiknya, upaya tersebut masih 
belum dilakukan secara maksimal sehingga perkara perceraian terus menerus 
meningkat terutama putusan verstek. Pelaksanaan upaya perdamaian di Mahkamah 
Syar’iyah Bireuen belum efektif dan optimal untuk mencegah terjadinya perceraian 
terutama dalam perkara verstek. Hal ini disebabkan oleh kinerja hakim yang belum 
maksimal dalam mengupayakan perdamaian di setiap persidangan. Selain itu, 
ketidakhadiran salah satu pihak dengan maksud untuk mempermudah proses 
10 
 
perceraian serta telah adanya keinginan dari para pihak untuk bercerai menjadi 
penyebab perdamaian semakin sulit dicapai, sehingga pada akhirnya hakim 
menjatuhkan putusan perceraian secara verstek 
Dharma Putra, I Gusti Agung Gede Surya (2017) Putusan Tanpa Hadirnya 
Tergugat (Verstek) Dalam Perkara Perdata. Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 1, No. 2 
(2017). Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah 
menggunakan penelitian hukum normatif, dengan sumber bahan hukum primer 
berupa bahan-bahan hukum dan sekunder rmeliputi pendapat (doktrin) parasarjana. 
Di dalam pengumpulan bahan hukum, teknik yang digunakan yaitu teknik 
pengutipan. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diolah dan 
dianalisis.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan putusan verstek sepenuhnya 
diserahkan pada pertimbangan Hakim yang didasarkan atas ketidakhadiran para 
pihak di persidangan setelah dipanggil secara patut. Akibat dari putusan verstek baik 
terhadap penggugat maupun tergugat adalah bersifat mengikat pihak tergugat dan 
penggugat untuk memenuhi isi PutusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap (in kracht). Namun harus tetap diingat, dalam memutuskan secara 
verstek, Majelis Hakim agar tidaktergesa-gesa dalam menjatuhkan putusan verstek 
dan mempertimbangkan dengan baik segala fakta persidangan dan memperhatikan 
syarat-syarat putusan verstek. 
F. Metode Penelitian 
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1. Jenis Penelitian  
Janis penelitian termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research) 
yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder, yaitu penelitian yang 
menggunakan data sekunder, sumber datanya dapat diperoleh melalui penelusuran 
dokumen. Penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang 
dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 
bahan pustaka yang ada.7 
Penelitian merupakan penelitian kepustakaan karena sumber data utamanya 
berasal dari dokumen, seperti undang-undang, putusan dan lainnya sesuai dengan 
permasalahan yang dibahas. Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk 
menjelaskan atau mendeskripsikan akibat hukum ketidakhadiran tergugat dalam 
persidangan pada kasus perkara Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Slw. 
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. 
Penelitian ini mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder 
seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana. 
Penelitian normatif bermaksud menjelaskan data yang ada dengan kata-kata atau 
pernyataan. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas 
hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf 
sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.8 
                                                            
7  Soekanti, Soerjono & Mamuji, Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. 
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 13-14.  
8 Fajar ND, Mukti & Achmad, Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 153. 
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Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, 
karena bahan pustaka digunakan sebagai bahan utama, yaitu bahan hukum primer 
yang terdiri dari norma dasar atau kaidah, ketentuan atau peraturan dasar, serta 
peraturan perundang-undangan. Selain itu digunakan pula bahan hukum sekunder 
sebagai data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.  
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap 
peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan. Penelitian 
hukum secara yuridis maksudnya penelitian mengacu pada studi kepustakaan yang 
ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif 
maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan 
normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan 
penerapan dalam prakteknya. Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti 
pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian tehadap 
data primer di lapangan atau terhadap prakteknya.9  
3. Sumber Data 
Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang berisi 
segala peraturan yang mengatur tentang kehadiran para pihak dan putusan verstek 
dalam proses persidangan, dalam hal ini difokuskan pada peraturan perundang-
undangan dan contoh putusan pengadilan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri 
dari atas dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan non hukum.  
                                                            
9 Ibid., hlm. 51.  
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4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat 
digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Metode pengumpulan data 
merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui 
pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya 
dianalisis sesuai yang diharapkan. Adapun metode pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi Kepustakaan, 
diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-
konsep atau teori-teori dan informasi-informas serta pemikiran konseptual baik 
berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.  
5. Metode Analisis Data  
Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan 
dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang 
dihadapi. Analisis yang digunakan adalah analisis hukum, yaitu suatu analisis yang 
menggunakan teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, kaidah-kaidah hukum 
untuk menemukan sebuah preskripsi.  
Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan dan dokumen merupakan 
data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu setelah data yang 
diperoleh terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis 
selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, 
kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif dari yang bersifat umum menuju ke 
hal yang bersifat khusus. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif dan 
eksplanatoris, maksudnya bahwa peneliti nantinya akan menggambarkan fakta-
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fakta dan data-data yang didapat dari hasil penelitian. Kemudian ditindak lanjuti 
dengan menerangkan data-data dan fakta-fakta yang sudah digambarkan tersebut. 
G. Sistematika Penulisan 
Skripsi yang mengkaji mengenai wanprestasi dalam kerjasama pengambilan 
barang dan pembayaran ini terdiri dari empat bab yaitu: 
Bab I  Pendahuluan 
Bab ini menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan 
sistematika penulisan. 
Bab II  Tinjauan Konseptual  
Bab ini berisi konsep-konsep teori terkait dengan permasalahan yang 
dibahas, meliputi tinjauan tentang keadaan tidak hadir (afwezigheid), 
tinjauan tentang putusan verstek, dan tinjauan umum tentang hukum acara 
perdata. 
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Bab ini akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 
tinjauan hukum keadaan tidak hadir (afwezigheid) para pihak dalam 
persidangan menurut hukum perdata di Indonesia dan akibat hukum 
ketidakhadiran tergugat dalam persidangan pada kasus perkara nomor 
34/Pdt.G/2018/PN Slw. 
Bab IV Penutup  
15 
 
Terdiri atas simpulan dan saran, dalam hal ini akan diuraikan simpulan dan 
saran-saran dari penulis yang bersifat membangun terkait dengan keadaan 




TINJAUAN KONSEPTUAL  
A. Tinjauan tentang Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid)  
Keadaan tidak hadir (Afwezigheid) diatur dalam Bab kedelapan belas KUH 
Perdata. Pasal 463 KUH Perdata dapat diketahui bahwa keadaan tidak hadir terdiri 
dari beberapa unsur, yaitu: 
1. Meninggalkan tempat kediamannya.  
2. Tanpa memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya.  
3. Tidak merujuk atau memberikan kepada orang lain mengurus kepentingannya.  
4. Kuasa yang pernah diberikan telah gugur.  
5. Jika timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan harta 
bendanya secara keseluruhan atau sebagian. 
6. Untuk mengangkat seorang wakil, harus diadakan tindakan-tindakan hukum 
yang mengisi kekosongan sebagai akibat ketidakhadiran tersebut.  
7. Mewakili dan mengurus kepentingan orang yang tidak hadir, tidak hanya 
meliputi kepentingan harta kekayaan saja, melainkan juga untuk kepentingan-
kepentingan pribadinya.10  
Menurut Tan Thong Kie, keadaan tidak hadir dapat dibagi ke dalam 3 masa, 
yaitu: masa pengambilan tindakan sementara, masa ada dugaan hukum mungkin 
telah meninggal, dan masa pewarisan definitif.11  
                                                            
10 Prawirohamidjojo, R. Soetojo & Pohan, Marthalena, Hukum Orang dan Keluarga (Personen 
en Fimilie-Rech), Surabaya: Airlangga University Press, 1991, hlm. 242. 
11 Kie, Tan Thong, Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris, Jakarta: Inchtiar Baru Van 




1. Masa Pengambilan Tindakan Sementara  
Masa yang pertama terjadi apabila seseorang meninggalkan tempat 
tinggalnya tanpa mewakilkan kepentingannya kepada seseorang. Pada keadaan 
ini tindakan sementara hanya diambil jika ada alasan yang mendesak untuk 
mengurus seluruh atau sebagian akta harta kekayaan. Tindakan sementara 
tersebut dimintakan kepada pengadilan negeri oleh orang yang mempunyai 
kepentingan harta kekayaan atau jaksa. Selanjutnya hakim akan memerintahkan 
kepada Balai Harta Peninggalan untuk mengurus seluruh atau sebagian harta 
serta kepentingan orang yang tidak hadir.12 Kemudian Balai Harta Peninggalan 
memiliki kewajiban untuk: 
a. Membuat pencatatan harta yang pengurusannya diserahkan kepadanya, jika 
perlu sebelumnya disegel dahulu.  
b. Membawa daftar pencatatan harta, surat-surat lain, dan lagi uang kontan 
serta kertas berharga ke kantor Balai Harta Peninggalan. 
c. Memperhatikan segala ketentuan untuk seorang wali mengenai pengurusan 
harta seorang anak, kecuali diperintahkan lain oleh hakim.  
d. Memberi pertanggungjawab setiap tahun kepada jaksa dengan 
memperlihatkan surat-surat pengurusan dan efek-efek.13 
2. Masa Ada Dugaan Hukum Mungkin Telah Meninggal  
Masa kedua, yakni masa ada dugaan hukum kemungkinan sudah 
meninggal, terjadi jika:  
                                                            
12 Ibid., hlm. 44. 
13 Ibid., hlm. 44-45. 
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a. Ia tidak hadir selama 5 tahun tanpa meninggalkan kuasa.  
b. Ia tidak hadir selama 10 tahun, surat kuasa ada, tetapi masa berlakunya sudah 
habis.  
c. Ia tidak hadir selama 1 tahun, apabila orangnya termasuk awak atau 
penumpang kapal laut atau pesawat udara.  
d. Ia tidak hadir selama 1 tahun, apabila orangnya hilang pada suatu peristiwa 
fatal yang menimpa sebuah kapal laut atau pesawat udara.14 
Permohonan persangkaan meninggal dunia tersebut diajukan oleh pihak-
pihak yang berkepentingan kepada pengadilan negeri di tempat tinggal orang 
yang tidak hadir dan dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali. Panggilan 
tersebut dilakukan melalui harian yang ditentukan oleh hakim dan ditempelkan 
di pintu pengadilan negeri serta kantor walikota.15 Akibat-akibat dari keterangan 
persangkaan meninggal dunia adalah timbul wewenang dari orang-orang yang 
dianggap sebagai ahli waris untuk mengambil harta kekayaan dan meminta 
penyerahan barang-barang dan perincian perhitungan serta pertanggungjawaban 
kepada pengurus Balai Harta Peninggalan. Selain itu istri/suami yang 
ditinggalkan dan telah kawin dengan kebersamaan harta atau dengan perjanjian 
kawin diberikan dua pilihan: 
a. Meneruskan keadaan yang telah ada untuk jangka waktu maksimal 10 tahun.  
b. Segera dilakukan pengambilan harta kekayaan.16 
                                                            
14 Ibid., hlm. 44-45. 
15 Ibid., hlm. 44-45. 
16 Prawirohamidjojo, R. Soetojo & Pohan, Marthalena, Op Cit., hlm. 144-145. 
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Masa kedua atau masa ada dugaan hukum mungkin telah meninggal 
dapat berakhir dalam hal: 
a. Orang yang diduga sudah meninggal tersebut ternyata hadir kembali atau 
ada kabar tentang hidupnya.  
b. Ia meninggal dunia, atau  
c. Masa pewarisan definitif dimulai.17 
3. Masa Pewarisan Definitif  
Masa pewarisan definitif dimulai tiga puluh tahun setelah pernyataan 
persangkaan meninggal dunia tercantum dalam putusan pengadilan atau seratus 
tahun setelah kelahiran orang yang tidak hadir. Akibat dari timbulnya masa 
pewarisan definitif adalah: 
a. Semua jaminan dibebaskan. 
b. Para ahli waris dapat mempertahankan pembagian harta warisan 
sebagaimana telah dilakukan atau membuat pemisahan dan pembagian 
definitif.  
c. Hak menerima warisan secara terbatas berhenti dan para ahli waris dapat 
diwajibkan menerima warisan atau menolaknya.18  
Apabila orang yang tidak hadir tersebut kembali atau memberikan tanda-
tanda tentang masih hidupnya setelah masa pewarisan definitif, maka ia berhak 
untuk meminta kembali harta kekayaannya dalam keadaan sebagaimana adanya 
beserta harta yang telah dipindahtangankan, semuanya tanpa hasil dan 
pendapatan dari hartanya, serta tanpa bunga. Apabila terdapat hibah wasiat atau 
                                                            
17 Kie, Tan Thong, Op Cit., hlm. 46. 
18 Ibid., hlm. 46. 
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warisan yang jatuh kepada seorang yang tidak hadir yang apabila ia sudah 
meninggal dunia, harta tersebut jatuh kepada orang lain, maka harta tersebut 
dapat dikuasai oleh orang yang disebut terakhir ini seolah-olah orang yang tidak 
hadir telah meninggal dunia. Namun penerima harta tersebut hanya berhak 
menguasai harta setelah ia memperoleh izin dari pengadilan negara.  
Kehadiran tergugat di persidangan adalah hak dari tergugat Sudikno 
Mertokusumo menyatakan hal tersebut bahwa tidak ada keharusan bagi tergugat 
untuk datang di persidangan.19 Dengan demikian hak ini boleh diambil atau tidak. 
Artinya, kehadiran tergugat di persidangan bukanlah suau kewajiban yang bersifat 
memaksa. Hukum menyerahkan sepenuhnya apakah tergugat mempergunakan hak 
itu untuk membela kepentingannya.20 
Ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh tergugat untuk menggagalkan 
penyelesaian perkara. Tergugat dengan itikad buruk dapat tidak memenuhi 
panggilan oleh pihak pengadilan setiap kali dipanggil untuk menghadiri siding 
dengan tujuan untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Dengan 
pertimbangan akibat buruk yang dapat ditimbulkan itulah maka disediakan proses 
acara pemeriksaan dengan cara verstek. Melalui cara ini, kehadiran para pihak di 
persidangan bukan merupakan syarat mutlak sahnya proses pemeriksaan 
persidangan di pengadilan.  
Proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan dapat tetap berjalan 
secara sah meskipun tanpa dihadiri oleh salah satu pihak. Namun, bagi pihak yang 
tidak hadir di persidangan harus menerima konsekuensi bahwa putusan ditetapkan 
                                                            
19 Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 101. 
20 Ibid, hlm. 79. 
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di luar hadirnya pihak tersebut dan mengabulkan gugatan pihak lawan. Penerapan 
verstek dinilai efektif unuk menciptakan proses beracara yang tertib sesuai dengan 
asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. 
Pada sidang pertama, mungkin ada pihak yang tidak hadir dan juga tidak 
menyuruh wakilnya untuk hadir, padahal sudah dipanggil dengan patut. Pihak yang 
tidak hadir mungkin Penggugat dan mungkin juga Tergugat. Ketidahadiran salah 
satu pihak tersebut menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara, yaitu perkara 
itu ditunda atau diteruskan pemeriksaannya dengan konsekuensi yuridis.21 Pasal 124 
HIR menyebutkan bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak 
hadir dan pula ia tidak mnyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal 
ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia dihukum 
membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi, 
setelah ia membayar terlebih dahulu biaya tersebut. 
Berdasarkan Pasal 124 HIR, Hakim berwenang menjatuhkan putusan diluar 
hadir atau tanpa hadir penggugat dengan syarat:  
1. Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang ditentukan tanpa alasan yang sah. 
2. Maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutus perkara tanpa 
hadirnya penggugat yang disebut putusan verstek, yang memuat diktum: 
a. Membebaskan tergugat dari perkara tersebut, 
b. Menghukum penggugat membayar biaya perkara, 
                                                            
21 Muhammad, Abdulkadir, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2000, hlm. 86. 
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3. Terhadap putusan verstek itu, penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan 
(verzet) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup 
upaya hukum.  
4. Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu 
sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara.22 
Pasal 125 ayat (1) HIR menyatakan bahwa apabila pada hari yang telah 
ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir 
sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima 
dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa 
gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan. 
Menurut M. Yahya Harahap bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, 
kepada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar atau tanpa hadirnya 
tergugat, dengan syarat: 
1. Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan 
tanpa alasan yang sah (default without reason) 
2. Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum : 
a. Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau 
b. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak 
mempunyai dasar hukum.23 
Pihak Penggugat yang tidak hadir, maka perkaranya digugurkan dan 
diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih dahulu 
membayar biaya perkara yang baru. Namun jikalau pada hari sidang pertama yang 
                                                            
22 Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 382. 
23 Ibid., hlm. 382. 
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telah ditentukan tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya untuk datang 
menghadiri persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan 
diputuskan dengan verstek. 
B. Tinjauan tentang Putusan Verstek 
1. Pengertian Putusan Verstek 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila 
pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan 
musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan 
dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 
121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan 
Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap 
pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis 
menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau 
pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah 
bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak 
yang berperkara.24 
Putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Dan 
memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di PN, diambilnya suatu putusan 
oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasarkan 
putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak 
dengan objek yang disengketakan. Sehubungan dengan itu, dapat dikemukakan 
berbagi segi yang berkaitan dengan putusan.  
                                                            
24 Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 797. 
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Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan 
penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan 
kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupu oleh tergugat selesai dan 
pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka 
hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.25 Mengenai pengertian 
verstek, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi beracara dan putusan atas perkara 
yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan 
tanpa hadirnya satu pihak. 
Putusan verstek adalah putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara 
setelah dipanggil oleh pengadilan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa 
hukumnya untuk menghadiri dalam persidang.26 Berdasarkan Pasal 126 HIR, 
didalam hal terjadinya tersebut di atas, Pengadilan Negeri sebelum menjatuhkan 
sesuatu putusan (gugurnya gugatan atau verstek), dapat juga memanggil sekali lagi 
pihak yang tidak datang itu. Ini bisa terjadi jikalau misalnya Hakim memandang 
perkaranya terlalu penting buaat diputus begitu saja diluar persidangan baik 
digugurkan maupun verstek. Ketentuan pasal ini sangat bijaksana terutama bagi 
pihak yang digugat, lebih-lebih jika rakyat kecil yang tidak berpengetahuan dan 
tempat tinggalnya jauh.27 
Pasal 124 HIR, hakim berwenang menjatuhkaan putusan verstek di luar 
hadir atau tanpa hadir penggugat dengan syarat: 
a. Bila penggugat tidak hadir pada sidang yang ditentukan tanpa alasan yang sah. 
                                                            
25 Makaro, Moh. Taufik, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 
15. 
26 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 216. 
27 Rasaid, M. Nur, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 26-27. 
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b. Maka dalam peristiwa seperti itu, hakim berwenang memutuskan perkara tanpa 
hadirnya penggugat disebut putusan verstek, yamg meemuat diktum: 
1) Membebaskan tergugat dari perkara tersebut, 
2) Menghukum penggugat membayar biaya perkara, 
Terhadap putusan verstek itu, penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan 
(verzet) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup 
upaya hukum, 
c. Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu 
sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara.28 
Pasal 125 ayat (1) HIR, hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan di luar 
hadir atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat: 
a. Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan 
tanpa alasan yang sah (default without reason). 
b. Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum: 
1) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau 
2) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai 
dasar hukum.29 
Menurut Gemala dewi bahwa putusan verstek hanya menilai secara formil 
gugatan dan belum menilai secara materiil kebenaran dalil-dalil gugat.30 Disamping 
itu Abdulkadir Muhammad menyimpulkan bahwa dalam putusan verstek itu tidak 
selalu mengalahkan penggugat.31 Ada kemungkinan pada hari sidang yang telah 
                                                            
28 Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 382. 
29 Ibid., hlm. 382. 
30 Dewi, Gemala, Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia, Jakarta: Kencana, 
2005. hlm. 152. 
31 Muhammad, Abdulkadir, Op Cit., hlm. 88-89. 
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ditetapkan tergugat tidak datang dan tidak pula mnegirimkan wakilnya menghadap 
di persidangan, sekalipun sudah dipanggil dengan patut oleh jurus sita. Tidak ada 
keharusan bagi tergugat untuk datang di persidangan, HIR memang tidak 
mewajibkan tergugat untuk datang dipersidangan. Putusan verstek tidak selalu 
dikabulkannya gugatan penggugat.32 
2. Syarat-syarat Acara Verstek 
Syarat acara verstek terhadap penggugat terdapat dalam bagian pengguguran 
gugatan berdasarkan Pasal 124 HIR. Sedangkan yang akan dibicarakan dalam 
uraian ini verstek terhadap tergugat. Secara garis besar syarat sah penerapan acara 
verstek kepada tergugat, merujuk kepada ketentuan pasal 125 HIR atau 18 Rv.33 
Bertitk tolak dari pasal tersebut, dapat dikemukan syarat-syarat sebagai berikut: 
a. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut 
b. Tidak hadir tanpa alasan yaang sah 
c. Tergugat tidak mangajukan eksepsi kompetensi 
Pada Pasal 125 ayat (1) HIR menentukan, bahwa untuk putusan verstek yang 
mengabulkan gugatan harus dilaksanakan adanya syarat-syarat berikut: 
a. Tergugat atau para tergugat semuanya tidak datang pada hari sidang yang 
ditentukan. 
b. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap. 
c. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut. 
d. Petitum tidak melawan hak. 
                                                            
32 Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata, Yogyakarta: Liberty 2002, hlm. 103. 
33 Harahap, M. Yahya, Op Cit., hlm. 383. 
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e. Petitum beralasan.34 
Syarat tersebut diatas harus satu persatu diperiksa dengan seksama, baru 
apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan verstek 
dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan. Apabila syarat 1, 2 dan 3 dipenuhi, akan 
tetapi petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan, maka meskipun 
mereka diputus dengan verstek, gugat ditolak. Namun apabila syarat 1, 2 dan 3 
terpenuhi, akan tetapi ada kesalahan formil dalam gugatan, misalnya gugatan 
diajukan oleh orang yang tidak berhak, kuasa yang mendatangi surat gugat ternyata 
tidak memilik surat kuasa dari pihak penggugat, maka gugatan dinyatakan tidak 
dapat diterima.35  
Sedangkan Erfaniah Zuhriah36 mengatakan putusan verstek yang diatur 
dalam pasal 125 HIR dan 196-197 HIR, pasal 148-153 R.Bg dan 207-208 R.Bg UU 
Nomor 20 Tahun 1947 SEMA Nomor 9 Tahun 1946. Putusan verstek dapat 
dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syarat, berikut: 
a. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. 
b. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta 
tidak ternyata pula bahwa ketidak hadirannya itu karena suatu alasan yang sah. 
c. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan. 
d. Penggugat hadir di persidangan, dan 
e. Penggugat mohon keputusan. 
 
                                                            
34 Wulan Susanto, Retno & Oeripkartawinata, Iskandar, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan 
Praktek, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 26. 
35 Ibid., hlm. 26. 





3. Penerapan Acara Verstek 
Pada satu sisi, undang-undangmendudukan kehadiran tergugat di sidang 
sebagai hak, bukan kewajiban yabg bersifat imperatif. Hukum menyerahkan 
sepenuhnya, apakah tergugat mempergunakan hak itu untuk membela 
kepentingannya. Disisi lain undang-undang tidak memaksakan penerapan acara 
verstek secara imperatif. Hakim tidak mestinya menjatuhkan putusan verstek 
terhadap tergugat yang tidak hadir memenuhi panggilan. Penerapannya bersifat 
fakultatif. Kepada hakim diberikan kebebasan untuk menerapkannya atau tidak. 
Sifat penerapan fakultatif tersebut, diatur dalam pasal 126 HIR sebagai acuan.37 
a. Ketidakhadiran Tergugat pada sidang pertama, langsung memberi wewenang 
kepada hakim menjatuhkan putusan verstek  
Seperti telah dijelaskan di atas, apabila tergugat telah dipanggil secara 
patut namun tidak datang menghadiri sidang pertama tanpa alasan yang sah, 
hakim langsung dapat menerapkan acara verstek , dengan jalan menjatuhkan 
putusan verstek. Tindakan itu dapat dilakukan berdasarkan jabatan atau ex 
officio, meskipun tidak ada permintaan dari pihak penggugat.38 
Akan tetapi, berdasarkan pertimbangan prinsip fair trial sesuai dengan 
audi alteram partem, jika tergugat tidak hadir memenuhi pemeriksaan sidang 
pertama maka kurang layak langsung menghukumnya dengan putusan verstek. 
Oleh karena itu, hakim yang bijaksana, tidak gegabah secara emosional 
                                                            
37 Harahap, M.Yahya, Op Cit., hlm. 388-389. 
38 Ibid., hlm. 389. 
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langsung menerapkan acara verstek, tetapi memberikan kesempatan lagi kepada 
tergugat untuk hadir di persidangan dengan jalan mengundurkan pemeriksaan.39 
b. Mengundurkan Sidang dan Memanggil Tergugat Sekali Lagi 
Jika hakim tidak langsung menjatuhkan putusan verstek pada sidang 
pertama: 
1) Hakim memerintahkan pengunduran sidang 
2) Berbarengan dengan itu, memerintahkan juru sita memanggil tergugat untuk 
kali yang kedua, supaya datang menghadiri persidangan pada tanggal yang 
ditentukan.40 
Sistem atau cara yang demikian diatur dalam pasal 126 HIR. Ditegaskan, 
apabila tergugat tidak datang menghadiri panggilan sidang pertama, hakim tidak 
mesti langsung menerapkan acara verstek,tetapi ia dapat memerintahkan, supaya 
pihak yang tidak hadir (tergugat) dipanggil untuk kedua kalinya, agar 
menghadap pada persidangan yang akan datang. Sedangkan kepada pihak yang 
datang, tidak perlu dipanggil lagi, cukup diberitahukan kepadanya persidangan 
itu mengenai pengunduran sidang yang dimaksud. 
Dilihat dari segi kepatutan dihubungkan dengan tujuan perwujudan fair 
trial,sangat beralasan menerapkan ketentuam Pasal 126 HIR. Penerapan 
tersebut bertujuan memberi kesadaran dan kesempatan yang wajar kepada 
tergugat untuk membela dan kepentingannya dalam pemeriksaan persidangan 
yang dihadirinya atau kuasannya. 
c. Batas Toleransi Pengunduran 
                                                            
39 Ibid., hlm. 389. 
40 Ibid., hlm. 389. 
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Pasal 126 HIR tidak mengatur batas toleransi atau batas kebolehan 
penguunduran sidang apabila tergugat tidak menaati panggilan. Pasal itu hanya 
mengatakan Pengadilan Negri atau hakim dapat memerintahkan pengunduran, 
namun tidak menentukan pembatasan berapa kali pengunduran dapat 
dilakukan.41 Jika semata-mata bertitik tolak dari ketentuan Pasal 126 HIR 
tersebut, hukum memang membenarkan pengunduran yang tidak terbatas. Akan 
tetapi, penerapan seperti itu dapat dianggap: 
1) Bercorak anarkis dan sewenang-wenang terhadap penggugat, 
2) Juga sangat bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya 
ringan yang digariskan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.14 Tahun 1970, 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang NO. 35 Tahun 1999, dan 
sekarang pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang NO. 4 Tahun 2004.42 
Bahkan penerapan sererti itu, bertentang dengan asas impersialisasi dan 
perlakuan yang sama (equal treatment). Tindakan mrngundurkan persidangan 
beberapa kali, apabila tanpa batas terhadap ketidakhadiran tergugat, dapat 
ditafsirkan sebagai perlakuan keperpihakan kepada tergugat pada satu sisi., dan 
mengabaikan kepentingan penggugat pada sisi lain. Memperhatikan uraian 
diatas, perlu ditegakkan batasan yang bersifat toleran berdasarkan kelayakan 
yang beradab dan manusiawi, dalam kerangka melindungi kepentingan kedua 
belah pihak yang berpekara. Berdasarkan kelayakan tersebut , batas toleransi 
pengunduran yang dapat dibenarkan hukum dan moral: 
1) Minimal dua kali; 
                                                            
41 Ibid., hlm. 389. 
42 Ibid., hlm. 390. 
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2) Maksimal tiga kali. 
Sebenarnya memberikan toleransi beberapa kali pemgunduran, secara 
moral dianggap terlampau memanjakan dan mengandung sikap parsialitas 
kepada tergugat. Oleh karena itu, batas maksimal pemgunduran yang dapat 
dibenarkan: 
1) Hanya sampai tiga kali saja; 
2) Dengan demikian apabila pengunduran dan pemanggilan sudah sampai tiga 
kali, tetapi tergugat tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, 
hakim wajib menjatuhkan putusan verstek.43 
Bertitik tolak dari patokan pembatasan tersebut, sifat fakultatif yang 
digariskan pasal 125 ayat (1) jo. Pasal 126 HIR, diubah menjadi imperatif 
sehingga hakim wajib menjatuhkan putusan verstek, apabila pada pengunduran 
yang ketiga, tergugat tetap tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang 
sah. Hakim yang tidak berani menerapkan acara verstek dalam kasus yang 
demikian, dianggap tidak peka menjawab panggilan rasa keadilan.44 
4. Upaya Hukum terhadap Putusan Verstek serta Proses Pemeriksaannya 
a. Bentuk Upaya hukum Perlawanan (Verzet) 
Verzet adalah perlawanan terhadap putisan verstek yang telah dijatuhkan 
oleh Pengadilan tingkat Pertama (Pengadilan Negeri), yang diajukan oleh tergugat 
dengan diputus verstek tersebut, dalam waktu tertentu yang diajukan ke Pengadilan 
yang memutus itu juga. Perkara yang diputus dengan verstek, dianggap secara 
                                                            
43 Ibid., hlm. 390. 
44 Ibid., hlm. 390. 
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formal dan material sudah selesai diadili selengkapnya. Jadi tergugat yang kalah, 
tidak boleh lagi mengajukan perkara tersebut kembali (seperti dalam perkara 
diputus dengan digugurkan), kecuali mengajukan perlawanan yang disebut dengan 
istilah “verzet”. Sesudah menggunakan upaya hukum verzet, jika masih perluh, 
tergugat dapat menggunakan upaya hukum banding.45 
Beberapa banyak kekeliruan yang terjadi dalam praktek pengadilan terhadap 
upaya yang dilakukan pencari keadilan terhadap putusan verstek. Sering terjadi 
permintaan banding terhapad putusan verstek. Artinya putusan verstek langsung 
minta dibanding. Padahal menurut ketentuan pasal 128 dan pasal 129 HIR atau pasal 
153 R.Bg sudah menandaskan, upaya hukum yang tepat itu hanya verzet.46 
Perlawanan (verzet) dihubungkan dengan putusan (verstek) mengandung arti: 
1) Tergugat berusaha melawan putusan verstek/tergugat mengajukan perlawanan 
terhadap putusan verstek. 
2) Tujuannya, agar terhadap putusan itu di lakukan pemeriksaan ulang secara 
menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan dengan permohonan agar 
putusan verstek di batalkan serta sekaligus memiliki agar gugatan penggugat 
ditolak. 
Karena adanya perlawanan ini, kedudukan penggugat menjadi pihak yang 
perlawanan (geopposeerde), sedangkan pihak tergugat menjadi pelawan (opposant). 
Bilamana perlawanan tersebut dapat diterima, berdasarkan Pasal 129 ayat (4) 
HIR/153 ayat (5) R.Bg maka pelaksanaan putusan verstek menjadi terhenti, kecuali 
                                                            
45 Rasyid, Roihan A., Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, 
hlm. 102. 
46 Harahap, M. Yahya, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar 
Grafika, 2005, hlm. 95-96. 
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ada perintah untuk tetap melaksanakan putusan verstek meskipun ada pelawanan. 
Dalam proses pemeriksaan perlawanan semacam ini, pihak terlawan/penggugat asal 
dibebani pembuktian lebih dulu. Dengan demikian melalui tindakan perawanan ini 
tidak menutup kemungkinan pihak pelawan/tergugat asal yang semula dikalahkan 
dalam putusan verstek, ternyata kemudian menjadi pemenang dalam putusan 
perlawanan.47 
b. Proses Pemeriksaan Perlawanan 
Mengenai proses pemeriksaan perlawaan atau verzet, perluh dijelaskan 
beberapa landasan hukum yang harus ditegakkan. 
1) Perlawanaan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang menjatuhakan putusan 
verstek. 
Kewenangan menerima dan memeriksa perlawanaan, jatuh menjadi 
yurisdiksi Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan verstek. Dengan 
demikian, agar permintaan perlawanaan memenuhi syarat formil: 
a) Diajukan oleh tergugat sendiri atau kuasanya; 
b) Disampaikan kepada Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan verstek 
sesuai dengan batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 129 ayat (2) HIR; 
c) Perlawanaan ditujukan kepada putusan verstek tanpa menarik pihak lain, 
selain daripada penggugat semula. 
                                                            
47 Mono, Heni, Praktek Berperkara Perdata, Malang, Banyu Media, 2007, hlm. 137. 
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Penegasan mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Negeri yang 
semula menjatuhkan putusan verstek, digariskan dalam Pasal 129 ayat (3) 
HIR.48 
2) Perlawanan terhadap verstek, bukan perkara baru 
Perlawanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan 
gugatan semula. Oleh karena itu, perlawanan bukan gugatan atau perkara baru, 
akan tetapi, tiada lain merupakan bantahan yang ditujukan kepada 
ketidakbenaran dalil gugatan, dengan alasan putusan verstek yang dijatuhkan, 
keliru dan tidak benar. Sehubungan dengan itu, Putusan MA No. 307K/Sip/1975 
memperingatkan, bahwa verzet terhadap verstek tidak boleh diperiksa dan 
diputus sebagai perkara baru.  
Sedemikian rupa eratnya kaitan anatara perlawanan dengan gugatn 
semula, menyebabkan komposisi pelawan (opposant) sama persis dengan 
tergugat asal dan terlawan (geopposeorde) adalah penggugat asal. Demikian 
penegasan Putusan MA No. 494K/Pdt/1983 yang mengatakan dalam proses 
verzet atau verstek, perlawanan tetap berkedudukan sebagai tergugat dan 
terlawan sebagai penggugat.49 
3) Perlawanan mengakibatkan putusan verstek mentah kembali 
Apabila diajukan verzet terhadap putusan verstek, dengan sendirinya 
menurut hukum: 
a) Putusan verstek menjadi mentah kembali 
b) Eksistensinya dianggap tidak pernah ada (never existed) 
                                                            
48 Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 407. 
49 Ibid., hlm. 408. 
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c) Oleh karena itu, jika terhadapnya diajukan perlawanan, putusan verstek tidak 
dapat dieksekusi, meskipun putusan itu mencantumkan amar dapat 
dilaksanakan lebih dahulu (unitvoerbaar by voorraad). 
Berarti eksistensi putusan verstek dapat dikonstruksi sebagai berikut: 
a) Selama tenggang waktu verzet masih belum terlampaui, eksistensinya 
bersifat relatif. Jadi, selama tenggah waktu verzet masih ada, eksistensi 
putusan verstek bersifat relatif/semu. Secara formil putusan verstek ada, 
tetapi secara materiil, belum memiliki kekuatan eksekotorial selama belum 
dilampaui tenggang waktu mengajukan verzet belum dilampaui. 
b) Eksistensinya lenyap atau mentah, apabila dalam tenggang waktu yang 
dibenarkan undang-undang diajukan verzet. 
4) Pemeriksaan perlawanan (verzet) 
a) Pemeriksaan berdasarkan gugatan semula  
Berdasarkan putusan MA No. 938K/Pdt/1986. Dalam putusan 
tersebut terdapat pertimbangan yang disadur sebagaimana berikut. 
(1) Subtansis verzet terhadap putusan verstek, harus ditujukan kepada isi 
pertimbangan putusan dan dalil gugatan terlawan/penggugat asal. 
(2) Verzet yang hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran 
perlawana/tergugat asal mengahdiri persidangan, tidak relavan. 
(3) Oleh karena itu, putusan verzet yang hanya mempertimbangkan masalah 
sah atau tidak ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan sidang 
adalah keliru. 
(4) Sehubungan dengan itu, sekiranya pelawanan hanya mengajukan alasan 
verzet tentang masalah keabsahan atas ketidakhadiran tergugat 
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memenuhi panggilan, Pengadilan Negeri yang memeriksa verzet, 
putusan verstek mentah kembali, dan perkara harus diperiksa sejak 
semula.50 
b) Proses pemeriksaan dengan acara biasa 
Ketentuan itu diatur dalam pasal 129 ayat (3) HIR yang berbunyi: 
surat perlawanan itu dimaksudkan dan diperiksa dengan cara yang biasa, 
yang diatur untuk perkara perdata.51 Dari pasal diatas posisi para pihak tidak 
berubah dari status semula. Perlawanan tetap sebagai tergugat dan terlawan 
sebagai penggugat. Oleh karena itu, sistem beban wajib bukti yang 
digariskan pasal 163 HIR, pasal 1865 KUH Perdata, tetapi ditegakkan 
sebagaimana mestinya.  
Bertitik tolak dari ketentuan pasal yang dimaksud, pada prinsipnya 
beban wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahannya dalam kedudukan 
sebagai tergugat. Tidak boleh dibalik dengan cara meletakan lebih dahulu 
beban wajib bukti kepada perlawanan. Penerapan yang demikian melanggar 
tata tertib beracara yang digariskan sistem hukum pembuktian.52 
c) Surat perlawana sebagai jawaban tergugat terhadap dalil gugatan 
Berdasarkan pasal 129 ayat (3) HIR perlawanan diajukan dan 
diperiksa dengan acara biasa yang berlaku untuk perkara perdata. Dengan 
begitu, kedudukan pelawan sama dengan tergugt. Berarti surat perlawanan 
yang diajukan dan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, pada hakikatnya 
                                                            
50 Ibid., hlm. 409. 
51 Ibid., hlm. 409. 
52 Ibid., hlm. 409-410. 
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sama dengan surat jawaban yang digariskan Pasal 121 ayat (2) HIR, Pasal 
142 Rv. Kualitas surat perlawanan sebagai jawaban dalam proses verzet 
dianggap sebagai jawaban pada sidang pertama.53 
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Perdata 
Hukum acara perdata mempunyai pengertian peraturan hukum yang 
mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan 
perantara hakim. Jadi kata lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang 
menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. 
Lebih konkrit lagi dapatlah dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata mengatur 
tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutusnya dan 
pelaksanaannya dari pada putusannya. 
Tuntutan merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan 
hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah ‘eigenrichting’ atau 
tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan 
untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-
wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan 
menimbulkan kerugian. Oleh karena itu tindakan menghakimi sendiri itu tidak 
dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.54 
Berikut ini beberapa pengertian hukum perdata menurut para ahli, sebagai berikut: 
a. Sri Sudewi Masjchoen Sofwan, hukum perdata adalah hukum yang mengatur 
kepentingan warga negara perseorangan satu dengan perseorangan lainnya. 
                                                            
53 Ibid., hlm. 410. 




b. Ronald G. Salawane, hukum perdata adalah seperangkat aturan-aturan yang 
mengatur orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum 
yang lain di dalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan 
perseorangan dan memberikan sanksi keras atas pelanggaran yang dilakukan 
sebagaimana telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
c. Soediman Kartohadiprodjo, hukum Perdata adalah hukum yang mengatur 
kepentingan perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya. 
d. Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah hukum antar perseorangan yang 
mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lain didalam 
hubungan berkeluarga dan dalam pergaulan masyarakat. 
e. R. Soebekti, hukum perdata adalah semua hak yang meliputi hukum privat 
materiil yang mengatur kepentingan perseorangan.55 
Pengertian hukum perdata menurut Salim H.S. adalah keseluruhan kaidah-
kaidah hukum, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan 
antara subjek hukum satu dengan dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan 
kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan. Riduan Syahrani memberi 
pengertian hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara 
orang yang satu dengan orang lain di dalam masyarakat yang menitikberatkan 
kepada kepentingan perseorangan (pribadi).56 
Berdasarkan pengertian hukum perdata di atas, maka dapat disimpulkan 
pengertian hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang 
                                                            
55  Insertpoin, Pengertian dan Fungsi Hukum Perdata. Share Informasi untuk Wawasan: Online: 
https://insertpoin.blogspot.com, (Oktober 2019). 
56  Tutik, Titik Triwulan, Pengantar ilmu Hukum, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006., hlm. 5. 
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yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan hukumnya. Namun tidak semua 
hukum perdata tersebut secara murni mengatur hubungan hukum mengenai 
kepentigan pribadi seperti dalam pegertian hukum perdata di atas, melainkan karena 
perkembangan masyarakat akan banyak bidang hukum perdata yang telah diwarnai 
sedemikian rupa oleh hukum publik, sehingga hukum perdata juga mengatur 
hubungan yang menyangkut kepentingan umum seperti hukum perkawinan, hukum 
perburuhan dan sebagainya. Istilah hukum perdata sering juga disebut sebagai 
hukum sipil dan hukum privat, dan juga ada yang tertulis dan tidak tertulis. 
Pengertian hukum perdata tertulis ialah hukum perdata yang termuat dalam Kitab 
Undang-Undang Perdata (Burgerlijke Wetbook) maupun peraturan perundang-
undangan lainnya, sedangkan pengertian hukum perdata tidak tertulis yaitu hukum 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Tinjauan Hukum Keadaan Tidak Hadir (Afwezigheid) Para Pihak dalam 
Persidangan Menurut Hukum Perdata di Indonesia  
Verstek merupakan pemberian wewenang kepada hakim untuk memeriksa 
dan memutus perkara meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir di persidangan 
pada tanggal yang ditentukan.57 Verstek sebagai keputusan sidang yang diberikan 
oleh hakim tanpa hadirnya tergugat. Sistem verstek dalam hukum acara adalah 
untuk mendorong para pihak manaati tata tertib beracara, sehingga proses 
pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan.58  
Syarat-syarat verstek diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR yang berbunyi 
“Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak pula 
menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, 
maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada 
pengadilan negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”.59 
Berdasarkan bunyi Pasal 125 ayat (1) HIR tersebut, hakim dapat 
memutuskan perkara tanpa dihadiri oleh tergugat apabila telah memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut.  
1. Tergugat Telah Dipanggil Secara Sah dan Patut  
                                                            
57  Harahap, Yahya, Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 382. 
58  Ibid., hlm. 383. 
59  Karjadi, M., Reglemen Indonesia yang Diperbaharui S. 1941 No. 44, RIB (H.I.R), Bogor: 
Politeia, 1992, hlm. 35. 
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Hakim tidak boleh memutuskan perkara dengan cara verstek apabila 
ketidakhadiran tergugat disebabkan oleh pemanggilan yang tidak sah. Putusan 
verstek yang dijatuhkan dalam kasus seperti itu dianggap cacat hukum, 
sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 838 
K/Pdt/1975.60 Putusan verstek yang dijatuhkan dinilai tidak tepat karena 
ternyata pemanggilan terhadap tergugat belum sempurna berdasarkan fakta 
yang terjadi.61 
Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan disertai alasan yang sah. 
Apabila tergugat tidak hadir karena alasan yang sah, proses persidangan 
seharusnya ditunda dengan cara melakukan pemanggilan kepada tergugat sekali 
lagi untuk hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan. Hal ini diatur 
dalam Pasal 126 HIR yang berbunyi “Di dalam hal yang tersebut pada kedua 
Pasal di atas tadi, pengadilan negeri dapat, sebelum menjatuhkan keputusan, 
memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil buat kedua kalinya, 
datang menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua di 
dalam persidangan kepada pihak yang datang, bagi siapa pemberitahuan itu 
berlaku sebagai panggilan.62 Akan tetapi, hakim ternyata tidak menerapkan 
ketentuan ini melainkan langsung menjatuhkan putusan verstek, sehingga 
putusan yang diambil tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi 
persyaratan.  
2. Tergugat Tidak Hadir Tanpa Alasan yang Sah  
                                                            
60  Rangkuman Yurisprudensi (RY) Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hukum Perdata dan 
Acara Perdata, Tanggal 2-9-1976, Jakarta: Proyek Yurisprudensi MA, 1997, hlm. 307. 
61  Harahap, M. Yahya, Op Cit., hlm. 385. 
62  Karjadi, M., Op Cit., hlm. 36. 
42 
 
Syarat kedua pemeriksaan dengan cara verstek yaitu tergugat tidak hadir 
dalam persidangan tanpa disertai alasan yang sah. Pengaturan mengenai syarat 
ini terdapat dalam Pasal 125 ayat (1) HIR. Pasal ini menentukan bahwa apabila 
tergugat tidak hadir pada saat persidangan dilaksanakan dan juga tidak 
menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang bertindak atas namanya, 
meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, maka hakim berwenang 
menjatuhkan putusan di luar hadirnya tergugat atau dengan cara verstek.  
Pasal 125 ayat (1) HIR tidak mengatur pengertian dan ruang lingkup 
alasan yang sah untuk tidak hadir di persidangan. Pada umumya, alasan yang 
dianggap sah (reasonable) antara lain: 
a. Karena sakit yang dikuatkan dengan keterangan dokter; 
b. Berada di luar kota atau luar negeri yang didukung dengan surat keterangan 
dari pihak yang kompeten untuk itu;  
c. Sedang melaksanakan tugas menjalankan perintah atasan yang tidak dapat 
ditinggalkan.63  
Kondisi di atas, yang berhak dan berwenang menilai apakah alasan yang 
dikemukakan tergugat dapat diterima atau tidak sebagai alasan yang sah adalah 
hakim.64 Penggugat dapat mengajukan pendapat atas alasan ketidakhadiran yang 
dikemukakan oleh tergugat dan meminta kepada hakim untuk menerapkan acara 
verstek. Akan tetapi, kewenangan untuk menetapkan apakah alasan yang 
dikemukakan oleh tergugat tersebut adalah sah atau tidak, tetap dimiliki oleh 
hakim. Ukuran yang dijadikan patokan dalam menilai alasan tersebut adalah 
                                                            
63  Harahap, M. Yahya, Op Cit., hlm. 387. 
64  Ibid., hlm. 387. 
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pendekatan objektif yang masuk akal, dihubungkan dengan prinsip fair 
trial,yaitu melaksanakan proses peradilan yang jujur sejak awal sampai akhir 
penyelesaian.65 
3. Tergugat Tidak Mengajukan Eksepsi Kompetensi  
Proses hukum acara perdata, tergugat memiliki hak untuk mengajukan 
eksepsi tentang kompetensi pengadilan yang memeriksa perkara atau exceptie 
van onbevoegdheid. Hal ini diatur dalam Pasal 125 ayat (2) HIR yang berbunyi 
“Akan tetapi, jika tergugat di dalam surat jawabannya yang tersebut pada Pasal 
121 mengemukakan perlawanan (exceptie) bahwa pengadilan negeri tidak 
berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak 
hadir, ketua pengadilan negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, 
sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, 
maka ketua pengadilan negeri memutuskan tentang perkara itu.”66 
Eksepsi tentang kompetensi absolut diatur dalam Pasal 134 HIR yang 
berbunyi “Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan 
pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, 
dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun 
wajib pula mengakuinya karena jabatannya.”67 
Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat disimpilkan kompetensi absolut 
merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan untuk memeriksa dan 
mengadili suatu perkara berdasarkan atribusi kekuasaan, yaitu kewenangan 
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yang dimiliki suatu pengadilan ditentukan berdasarkan perkara apa yang hendak 
diperiksa sesuai dengan kewenangan yang ditentukan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Sementara itu, pengaturan mengenai kompetensi relatif terdapat dalam 
Pasal 133 HIR yang berbunyi “Jika tergugat dipanggil menghadap pengadilan 
negeri sedang ia menurut aturan Pasal 118 HIR tidak usah menghadap hakim, 
maka ia dapat meminta kepada hakim, jika hal itu dimajukan sebelum sidang 
pertama, supaya hakim menyatakan bahwa ia tidak berkuasa; surat gugat itu 
tidak akan diperhatikan lagi jika tergugat telah melahirkan sesuatu perlawanan 
lain”.68 
Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan kompetensi relatif 
merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan untuk memeriksa dan 
mengadili suatu perkara berdasarkan distribusi kekuasaan atau wilayah hukum 
pengadilan mana yang berhak untuk memeriksa perkara tersebut sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam Pasal 118 HIR dan 142 Rbg. 
Akan tetapi, hakim dapat langsung menerapkan acara verstek apabila 
tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang kompetensi pengadilan dan tergugat 
juga tidak hadir di persidangan memenuhi panggilan meskipun berdasarkan 
alasan yang sah. Sebaliknya, meskipun tergugat tidak hadir tanpa alasan yang 
sah, tetapi ia menyampaikan jawaban tertulis yang berisi eksepsi kompetensi 
yang menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang menghadiri perkara 
secara absolut atau relatif, hakim tidak boleh langsung menerapkan acara 
                                                            
68  Karjadi, M., Op Cit., hlm. 38. 
45 
 
verstek, meskipun tergugat tidak hadir memenuhi panggilan, dan hakim tidak 
perlu mempersoalkan alasan ketidakhadiran karena eksepsi menjadi dasar 
alasan ketidakhadiran.69 
Berdasarkan Pasal 125 ayat (2) HIR, apabila tergugat mengajukan 
eksepsi tentang kompetensi pengadilan meskipun ia tidak hadir di persidangan, 
hakim harus memutus eksepsi tersebut lebih dahulu. Hakim diwajibkan untuk 
memeriksa eksepsi kompetensi yang diajukan oleh tergugat. Hakim 
mendengarkan tanggapan penggugat atas eksepsi yang diajukan tergugat, 
kemudian memeriksa eksepsi dan tanggapan tersebut untuk kemudian memutus 
eksepsi tersebut.  
Jika eksepsi yang diajukan oleh tergugat dikabulkan oleh hakim, hakim 
yang memeriksa perkara tersebut harus menyatakan bahwa pengadilan yang 
sedang memeriksa perkara tersebut tidak berwenang untuk mengadili. Dengan 
demikian, pengadilan harus menjatuhkan putusan akhir yang menyatakan bahwa 
pengadilan yang memeriksa perkara tersebut tidak berwenang untuk mengadili 
dan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, sehingga proses 
pemeriksaan terhadap pokok perkara diakhiri.  
Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, 
terhadap putusan yang mengabulkan eksepsi tentang kompetensi dapat 
dilakukan upaya hukum banding. Putusan pengadilan negeri yang menyatakan 
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dirinya tidak berwenang mengadili perkara dianggap sebagai putusan akhir. 
Oleh karena itu terhadapnya dapat diajukan banding.70 
Jika eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat ditolak, pengadilan 
negeri berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut dan penolakan atas 
eksepsi itu dinyatakan dalam bentuk putusan sela yang amar putusannya 
menyatakan bahwa pengadilan menolak eksepsi tergugat dan berwenang 
mengadili perkara. Menurut Pasal 125 ayat (2) HIR, hakim kemudian 
melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang dilakukan dengan acara 
verstek. Hal ini juga di tegaskan oleh Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., yang 
menyatakan apabila eksepsi ditolak atau tidak diterima oleh hakim, pengadilan 
negeri mengambil putusan mengenai pokok perkara.71 
4. Penggugat Tidak Hadir di Persidangan  
Pasal 124 HIR mengatur bahwa hakim berwenang menjatuhkan putusan 
tanpa kehadiran penggugat atau kuasanya di persidangan dengan syarat 
penggugat tidak hadir tanpa disertai alasan yang sah. Pasal tersebut berbunyi 
“Jika penggugat tidak datang menghadap ke pengadilan pada hari yang telah 
ditentukan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang mewakilinya, 
meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, maka surat gugatannya 
dianggap gugur dan penggugat dihukum membayar biaya perkara, akan tetapi, 
penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi sesudah membayar lebih 
dahulu biaya perkara yang tersebut tadi”.72 
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Keadaan yang demikian disebut dengan pengguguran gugatan. Soepomo 
menyatakan bahwa jika penggugat atau kuasanya tidak hadir pada hari sidang 
yang telah ditentukan meski telah dipanggil secara patut dan sah, terhadap 
gugatan penggugat dapat dianggap gugur (voor vervallen gehouden).73 Untuk 
memutuskan gugur gugatan penggugat, isi gugatan tidak perlu diperiksa, 
sehingga putusan gugur itu tidak mengenai isi gugatan.74 Dalam hal penggugat 
lebih dari satu, pengguguran gugatan hanya dapat dilakukan jika semua 
penggugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan. Apabila salah seorang 
penggugat hadir, pemeriksaan perkara dteruskan secara contradictoir. 
Jika penggugat pada hari sidang pertama datang, tetapi pada hari sidang-
sidang berikutnya tidak datang, perkaranya juga diperiksa secara contradictoir. 
Putusan dalam pengguguran gugatan memuat diktum yang berisi hal-hal sebagai 
berikut. 
a. Membebaskan tergugat dari perkara tersebut. 
b. Menghukum penggugat membayar biaya perkara.75  
Menurut Pasal 124 HIR, terhadap putusan itu penggugat tidak dapat 
mengajukan perlawanan atau verzet maupun upaya banding dan kasasi, 
sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum. Upaya yang dapat dilakukan 
penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan 
membayar biaya perkara. Pemanggilan terhadap para pihak juga dilakukan 
kembali seperti biasa. Apabila gugatan untuk kedua kalinya digugurkan, maka 
                                                            
73  Soepomo, R., Op Cit., hlm. 33. 
74  Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 
101. 
75  Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 382. 
48 
 
penggugat masih bisa mengajukan gugatan sekali lagi dan begitu seterusnya, 
asalkan ia membayar persekot biaya perkara. 
5. Tergugat Tidak Hadir di Persidangan  
Berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, hakim memiliki wewenang untuk 
manjatuhkan putusan tanpa kehadiran tergugat di persidangan atau verstek 
dengan syarat tergugat tidak hadir tanpa disertai alasan yang sah. Putusan 
verstek tersebut memuat diktum yang menyatakan bahwa pengadilan yang 
memeriksa perkara tersebut mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya atau 
sebagian, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan 
tersebut tidak mempunyai dasar hukum. 
6. Pengunduran Sidang Akibat Tergugat Tidak Hadir Pada Sidang Pertama  
Apabila tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun ia tidak 
datang menghadiri sidang pertama tanpa alasan yang sah, hakim dapat langsung 
menerapkan acara verstek pada perkara tersebut. Soepomo menegaskan hal 
tersebut dengan pernyataan yang menyebutkan bahwa verstek hanya dapat 
dinyatakan jika tergugat tidak datang pada hari sidang pertama.76 
Tindakan itu dapat dilakukan berdasarkan jabatan atau ex officio 
meskipun tidak ada permintaan dari pihak penggugat. Akan tetapi, jika tergugat 
hadir pada hari sidang pertama, tetapi tidak hadir pada hari sidang-sidang 
berikutnya terhadap perkara tersebut tidak dapat diterapkan acara verstek, 
melainkan secara contradictoir(op tegenspraak). 
                                                            




Sementara itu, menurut Pasal 126 HIR, apabila pihak tergugat tidak 
datang menghadiri panggilan sidang pertama, hakim tidak harus langsung 
menerapkan acara verstek. Hakim diperkenankan memberi kesempatan sekali 
lagi kepada tergugat untuk hadir di persidangan dengan cara megundurkan 
persidangan. Hakim kemudian memerintahkan juru sita untuk memanggil 
tergugat sekali lagi agar hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan. Bagi 
penggugat atau tergugat yang telah hadir di persidangan tidak perlu dipanggil 
lagi. Terhadapnya cukup diberitahukan dalam persidangan tersebut bahwa 
persidangan akan diundur dengan alasan tergugat tidak hadir. Pemberitahuan ini 
merupakan pemanggilan yang sah kepada penggugat atau tergugat tersebut. Hal 
ini juga dibenarkan oleh Subekti yang menyatakan bahwa Pasal 126 HIR 
mengatur untuk menghadapi kemungkinan panggilan tidak sampai kepada 
tergugat sendiri. Apabila jurusita pengganti tidak bertemu dengan tergugat 
sendiri, hakim memiliki wewenang untuk tidak memutus perkara dengan 
putusan gugur atau verstek, melainkan mengundurkan perkara tersebut dengan 
disertai perintah untuk memanggil tergugat sekali lagi. 
Pasal 127 HIR mengatur bahwa apabila salah satu atau lebih tergugat 
tidak hadir dan juga tidak mengirimkan kuasanya, pemeriksaan sidang 
pengadilan diundur hingga hari persidangan berikutnya. Bunyi Pasal 127 
tersebut yaitu “Jika seorang atau lebih dari tergugat tidak datang atau tidak 
menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka pemeriksaan perkara itu 
diundurkan sampai pada hari persidangan lain yang paling dekat. Hal 
mengundurkan itu diberitahukan pada waktu persidangan kepada pihak yang 
hadir, bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan, sedang tergugat 
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yang tidak datang, disuruh panggil oleh ketua sekali lagi menghadap hari 
persidangan yang lain. Ketika itu perkara diperiksa dan kemudian diputuskan 
bagi sekalian pihak dalam satu keputusan atas mana tidak diperkenankan 
perlawanan (verzet)”. 
Bunyi Pasal tersebut mengatur dengan jelas tentang pengunduran 
persidangan dengan alasan salah satu atau lebih tergugat tidak hadir di 
persidangan. Dengan demikian, apabila yang tidak hadir adalah salah satu atau 
lebih penggugat, maka sidang dapat diteruskan dengan cara contradictoir. Selain 
itu, Jika tergugat pada hari sidang pertama datang kemudian pada hari 
persidangan berikutnya tidak datang, maka perkaranya diperiksa secara 
contradictoir.77 Dalam hal tergugat adalah suatu badan hukum, yang harus hadir 
di persidangan adalah wakil yang sah menurut hukum dari badan hukum 
tersebut, jika tidak, tergugat dianggap tidak hadir. 
Penundaan persidangan bertujuan agar hakim tidak begitu saja langsung 
menerapkan acara verstek tanpa mempertimbangkan akibat-akibat yang akan 
ditimbulkan terhadap kepentingan pihak tergugat. Dengan diterapkannya 
pengunduran atau penundaan persidangan ini, berarti hakim telah memberi 
kesadaran dan kesempatan yang wajar kepada tergugat untuk membela hak dan 
kepentingannya dalam pemeriksaan persidangan yang dihadirinya atau 
kuasanya. 
7. Batas Toleransi Pengunduran Persidangan Akibat Tergugat Tidak Hadir Pada 
Sidang Pertama  
                                                            




Pasal 126 HIR tidak mengatur batas toleransi atau batas kebolehan 
pengunduran sidang apabila tergugat tidak memenuhi panggilan dari pihak 
pengadilan. Pasal tersebut hanya mengatur bahwa pengadilan negeri atau hakim 
dapat memerintahkan pengunduran persidangan namun tidak menentukan 
pambatasan berapa kali pengunduran tersebut dapat dilakukan. Apabila hanya 
didasarkan atas ketentuan Pasal 126 HIR, penerapan pengunduran memang 
dapat dilakukan berkali-kali tanpa batas tertentu. Akan tetapi pengunduran yang 
demikian dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dan keberpihakan yang 
mengabaikan keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum atau 
equality before the law. Hal tersebut juga bertentangan dengan asas peradilan 
sederhana, cepat, dan biaya ringan yang digariskan oleh Pasal 4 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang pada Pasal 4 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.  
Oleh karena itu, diperlukan batasan yang tegas mengenai berapa kali 
pengunduran sidang pengadilan dapat dilakukan apabila tergugat tidak hadir di 
persidangan. Batasan tersebut harus mampu melindungi kepentingan kedua 
belah pihak yang berperkara. Berdasarkan kelayakan tersebut, batas toleransi 
pengunduran yang dapat dibenarkan hukum dan moral yaitu minimal dua kali 
dan maksimal tiga kali. Tergugat yang tidak datang setelah ia dipanggil dengan 
patut dan sah untuk kedua kali, maka tergugat tersebut dianggap tidak hendak 
melawan gugatan yang diajukan terhadapnya. Jadi, apabila pengunduran 
persidangan dan pemanggilan terhadap tergugat sudah dilakukan hingga tiga 
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kali namun tergugat tidak juga datang menghadiri sidang tanpa disertai alasan 
yang sah, maka hakim diharuskan menjatuhkan putusan secara verstek. 
B. Akibat Hukum Ketidakhadiran Tergugat dalam Persidangan pada Kasus 
Perkara Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Slw 
Secara umum, proses penyelesaian perkara perdata melalui jalur pengadilan 
diawali dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa haknya terganggu atau 
dirugikan oleh pihak lain. Gugatan merupakan titik dasar penanganan perkara 
karena menjadi acuan pemeriksaan dalam beracara di depan persidangan. 
Penggugat yang hendak mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan hukum 
yang cukup dan memiliki dasar hukum yang jelas untuk menuntut haknya. Dalam 
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 7 Juli 1971, Reg. No. 
294 K/Sip/1971 juga mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang 
mempunyai hubungan hukum.78 
Semakin jelas sebuah gugatan semakin memudahkan proses pemeriksaan. 
Kesempurnaan sebuah gugatan merupakan salah satu langkah awal penggugat untuk 
meyakinkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut terkait 
dalil yang diuraikan dalam surat gugatan. Gugatan yang dikatakan sempurna adalah 
surat gugatan dengan formulasi yang memenuhi syarat. Apabila formulasi surat 
gugatan tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan 
dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont van kelijk ver klaard).  
                                                            
78  Prints, Darwan, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 2002, hlm. 3. 
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Pada umumnya, masyarakat pencari keadilan yang datang di Pengadilan, 
terutama yang datang di Pengadilan dalam lingkup Peradilan Negeri, adalah 
masyarakat yang awam tentang hukum. Karena itu, para pencari keadilan yang 
datang kepadanya hampi seluruhnya dalam menyampaikan gugatan atau 
permohonan tidak dengan surat gugatan atau permohonan yang dibuat sesuai 
standard surat gugatan atau permohonan sesuai ketentuan hukum acara.79 
Dalam menghadapi masyarakat pencari keadilan semacam ini, sesuai asas 
peradilan: Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-
kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan 
sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengadilan berkewajiban membantu para pencari 
keadilan untuk memberikan arahan-arahan tentang bagaimana caranya membuat 
surat gugatan atau permohonan yang benar menurut ketentuan yang berlaku. Dalam 
hal pencari keadilan dimaksud buta huruf, tidak dapat membaca dan menulis, 
gugatannya harus disampaikan secara lisan kepada Ketua Pengadilan, dan Ketua 
Pengadilan dapat melimpahkan kekuasaannnya tersebut kepada hakim lain guna 
merumuskan gugatan lisan tersebut kedalam surat gugatan atau permohonan. 
Surat gugatan atau permohonan harus ditandangani oleh pihak penggugat 
atau pemohon, atau ditandatangani oleh kuasanya/wakilnya bila perkara tersebut 
dikuasakan atau diwakilkan kepada orang lain. Namun, untuk perkara 
gugatan/permohonan yang diajukan secara lisan (penggugat/pemohon yang buta 
huruf), surat gugatan/permohonan tersebut ditandatangani oleh Ketua 
Pengadilan/Hakim yang merumuskan surat gugatan/permohonan tersebut. 
                                                            
79  Hamami, Taufik, Kedudukan dan eksistensi Pengadilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di 
Indonesia, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 135. 
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Gugatan/permohonan yang telah memenuhi persyaratan setelah didaftarkan 
pada kepaniteraan kemudian disampaikan kepada ketua pengadilan negeri guna 
menunjuk majelis hakim yang ditugaskan untuk memeriksa dan mengadili perkara 
tersebut. Setelah ketua Pengadilan Negeri menerima berkas perkara dari panitera, 
segera menetapkan majelis yang akan memeriksa dan memutusnya. Seperti halnya 
penyerahan berkas ke ketua pengadilan. Maka, penyerahan kepada majelis pun 
harus dilakukan dengan cepat paling lambat 7 (Tujuh) hari dari tanggal penetapan 
majelis, karena majelis harus segera pula menetapkan hari sidang dan jangka waktu 
penerbitan penetapan hari sidang disesuaikan dengan kondisi para pihak berperkara 
(jarak jauh dekatnya). Untuk yang diketahui alamat/tempat kediamannya di 
Indonesia, selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara tersebut terdaftar pada 
Kepaniteraan.Untuk yang berada di luar negeri, tenggang waktunya sekurang-
kurangnya 6 (enam) buka, dan untuk yang tidak diketahui tempat kediamannya 
tenggang waktunya sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sejak perkara tersebut 
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan. 
Setelah melampaui tahap pengajuan gugatan, pembayaran biaya, registrasi 
perkara, penetapan majelis, hingga penetapan hari sidang, maka tahap selanjutnya 
adalah tindakan pemanggilan pihak penggugat dan tergugat untuk hadir didepan 
persidangan pengadilan.Dalam penetapan hari sidang telah dicantumkan perintah 
kepada juru sita untuk memanggil kedua belah pihak. Panggilan sah adalah 
panggilan yang dilakukan oleh pejabat/jurusita, dan panggilan patut adalah 
tenggang waktu antara pemanggilan pihak yang berperkara dengan hari sidang 
paling sedikit 3(tiga) hari kerja. Pemanggilan kepada para pihak yang berperkara, 
harus disampaikan secara patut dan resmi. Panggilan yang patut dan resmi 
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patokannya sesuai ketentuan Pasal 26, 27 dan 28 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 
390 HIR serta Pasal 718 RBg. Yaitu: 
1. Tenggang waktu diterimanya surat panggilan sampai dengan pelaksanaan hari 
dan tanggal persidangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari. Tenggang waktu ini 
untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang dipanggil terutama tergugat 
atau termohon guna mempelajari surat gugatan atau permohonan secara cukup, 
sehingga baginya dapat mempersiapkan jawabannya pada persidangan tersebut.  
2. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang dipanggil di tempat kediamannya. 
Apabila yang dipanggil tidak dapat diemui di tempat kediamannya, panggilan 
disampaikan melalui kantor desa/lurah tempat kediaman yang dipanggil. Ada 
pendapat yang menyatakan, bahwa dalam hal juru sitatidak mendapatkan orang 
yang dipanggil di tempat kediamannya, dan di tempat kediaman tersebut juru 
sita bertemu dengan keluarganya, sepanjang keluarganya yang bertemu dengan 
juru sita tersebut sanggup untuk menyampaikan kepada yang dipanggil, juru sita 
dapat menyampaikan atau menitipkan kepadanya dan yang dititipi harus 
menandatangani surat panggilan tersebut. 
3. Untuk tergugat atau termohon pada surat panggilannya dilampirkan salinan 
surat gugatan/permohonan. 
4. Untuk pihak tergugat atau termohon yang tidak diketahui alamat tempat 
kediamannya di seluruh Indonesia, panggilan dilakukan sebanyak dua kali 
dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara panggilan pertama dan panggilan 
yang kedua, dan panggilan kedua dengan pelaksanaan hari dan tanggal 
persidangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. 
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5. Untuk pihak tergugat atau termohon yang tidak diketahui alamat tempat 
kediamannya di seluruh Indonesia, panggilan dilakukan dengan cara 
menempelkan salinan surat gugatan atau permohonan pada papan pengumuman 
Pengadilan Negeri dan mengumumkannya melalui media massa. 
6. Untuk tergugat atau termohon yang bertempat kediaman di luar negeri, 
panggilan harus disampaikan kepadanya melalui perwakilan Indonesia 
setempat, juga harus memenuhi tenggang waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) 
bulan. 
Peristiwa yang ditemui oleh juru sita atau juru sita pengganti saat 
menyampaikan panggilan, apakah ia bertemu langsung dengan yang dipanggil atau 
tidak, atau apa yang dikatakan oleh yang dipanggil maupun umpamanya bagaimana 
cara penyampaian panggilannya, harus dicatat dalam berita acara (relaas) panggilan 
kepada Ketua Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut sebagai bukti 
bahwa para pihak telah dipanggil. Selanjutnya yaitu tahapan persidangan. Untuk 
mengetahui lebih jelas tentang tinjauan hukum ketidakhadiran tergugat dalam 
persidangan ataupun penerapan hukum khususnya pelaksanaan verstek dalam 
proses penyelesaian suatu perkara perdata di Pengadilan Negeri Slawi, maka 
sebagai gambaran akan penulis bahas tentang putusan perkara perdata nomor 
34/Pdt.G/2018/PN Slw dalam perkara gugatan kepemilikan tanah dari proses 
pemanggilan hingga dijatuhkannya putusan verstek oleh hakim. 
1. Kasus Posisi 
Sumardi, Umur 57 tahun, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 
3328152007610003, Kepolisian Republik Indonesia, Warga Negara Indonesia, 
yang beralamat di Jl.Pala Barat 8 No. 1525 Mejasem Barat, Kramat, Kabupaten 
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Tegal, selanjutnya disebut sebagai Pengugat melawan Tatang Supriyadi, Semula 
bertempat tinggal di Griya Mejasem Indah Blok D Nomor 1525, Mejasem Barat, 
Kramat, Kabupaten Tegal, sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya 
setidak-tidaknya masih ada di wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya 
disebut sebagai Tergugat dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor 
Cabang Pekalongan, alamat Jl. Merdeka No. 7 Pekalongan, selanjutnya disebut 
sebagai Turut Tergugat. 
Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2018 yang 
diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 
11 Oktober 2018 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Slw.,telah 
mengajukan gugatan bahwa Tergugat adalah pemilik rumah yang terletak di 
Perumahan Griya Mejasem Indah Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, berdiri 
diatas Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 120/Mejasem dengan luas tanah ± 
106 M² tertulis atas nama Tatang Supriyadi, nomor kavling 1525, surat ukur 
nomor 1440/7/1988. Hasil pembelian dari developer PT. Ika Sarana Muda, 
selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa. 
Tergugat mendapatkan fasilitas kredit pemilikan rumah dari Turut 
Tergugat untuk membeli obyek sengketa dari developer PT. Ika Sarana Muda 
berdasarkan Perjanjian Kredit nomor 3626/K.2/NP/C/SM/87 tanggal 30 
September 1987, dengan nilai kredit sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), 
jangka waktu kredit selama 15 tahun. Penggugat mengajukan Permohonan 
Penerusan Hutang KPR karena mendapatkan penawaran dari Turut Tergugat 
untuk melanjutkan kredit milik Tergugat dengan dasar Akta Kuasa Memasang 
Hipotik Pertama dan Kuasa Menjual nomor 153 tanggal 30 September 1987 
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yang dibuat dihadapan Nyonya Anisah Abubakar, Sarjana Hukum Notaris dan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah di Tegal, hal tersebut dikarenakan status kredit 
Tergugat termasuk kedalam golongan kredit macet / wanprestasi dan dibiarkan 
kosong sehingga bangunan menjadi rusak. 
Sejak dialihkannya kredit Tergugat, Penggugat melakukan pembayaran 
angsuran kredit sampai dengan lunasnya kredit di tempat Turut Tergugat. 
Setelah Penggugat melakukan pelunasan kredit berencana untuk melakukan 
pengambilan sertifikat yang seharusnya menjadi hak dari Penggugat selaku 
pembeli rumah, namun oleh Turut Tergugat sertifikat tidak dapat diserahkan 
kepada Penggugat dengan alasan yang berhak untuk melakukan pengambilan 
sertifikat di tempat Turut Tergugat adalah Tergugat. Oleh karena untuk 
melakukan proses balik nama sertifikat membutuhkan Tergugat namun hingga 
sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Penggugat mohon 
agar putusan dalam perkara ini dapat pula dinyatakan sebagai kuasa untuk 
melakukan proses jual beli dan balik nama menjadi atas nama Penggugat. 
Kondisi tersebut Penggugat merasa dirugikan karena yang seharusnya 
setelah melaksanakan pelunasan di tempat Turut Tergugat, Penggugat 
mendapatkan sertifikat yang menjadi haknya dan melakukan proses balik nama 
di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan.  
Penggugat telah menghuni obyek sengketa sejak lama dan tidak ada 
yang menggangu gugat sampai dengan saat ini, selain itu Penggugat secara rutin 
membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada setiap tahunnya, hal tersebut dapat 
kiranya menjadi bukti Penggugat sebagai pemilik dari obyek sengketa. Oleh 
karena sulitnya mencari keberadaan Tergugat dan mengingat asas dalam hukum 
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perdata bahwa pembeli beritikad baik haruslah dilindungi maka Penggugat 
mengikuti aturan hukum yang berlaku dengan menggunakan haknya 
mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan perlindungan hokum. 
Oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan perkara ini ke 
Pengadilan Negeri Slawi untuk mendapatkan putusan dalam perkara ini 
sehingga dapat dinyatakan sebagai kuasa untuk melakukan proses jual beli dan 
balik nama. Oleh karena itu gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka 
dimohon Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan 
dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan 
(verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad). 
2. Gugatan  
Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat 
mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi untuk memanggil para pihak 
yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan, untuk itu guna 
memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutuskan 
dengan amar sebagai berikut: 
a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 
b. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat 
dalam perkara ini; 
c. Menyatakan Akta Kuasa Memasang Hipotik Pertama dan Kuasa Menjual 
nomor 329 tanggal 15 Maret 1989 yang dibuat dihadapan Nyonya Anisah 
Abubakar, Sarjana Hukum Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di 
Tegal, adalah sah menurut hukum. 
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d. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak sebagai pemilik atas 
obyek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak dan 
setempat dikenal dengan Perumahan Griya Mejasem Indah Blok D Nomor 
1525, Mejasem Barat, Kramat, Kabupaten Tegal sesuai dengan Sertifikat 
Hak Guna Bangunan nomor 120/Mejasem, luas tanah ±106 M², tertulis atas 
nama Tatang Supriyadi, Surat Ukur nomor 1440/7/1988 yang diterbitkan 
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal; 
e. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak 
Guna Bangunan nomor 120/Mejasem, luas tanah ±106 M², tertulis atas nama 
Tatang Supriyadi, Surat Ukur nomor 1440/7/1988 yang diterbitkan oleh 
Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal yang diterbitkan oleh Kantor 
Pertanahan Kabupaten Tegal; 
f. Menyatakan Penggugat berhak melakukan proses balik nama Sertifikat Hak 
Guna Bangunan nomor 120/Mejasem, luas tanah ±106 M², tertulis atas nama 
Tatang Supriyadi, Surat Ukur nomor 1440/7/1988 yang diterbitkan oleh 
Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal menjadi atas nama Penggugat. 
g. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat agar tunduk dan taat atas isi 
putusan perkara ini; 
h. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada 
bantahan (verzet), banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);  
i. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini. 
Atau: 
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon 
putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). 
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Pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap 
di persidangan, akan tetapi Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap 
ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun 
berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Oktober 2018, dan tanggal 31 
Oktober 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak 
datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.  
Pada satu sisi, undang-undang mendudukan kehadiran Termohon disidang 
sebagai hak, bukan kewajiban yang bersifat imperatif. Hukum menyerahkan 
sepenuhnya, apakah tergugat mempergunakan hak itu untuk membela 
kepentingannya. Di sisi lain, undang-undang tidak memaksakan penerapan acara 
verstek secara imperatif. Hakim tidak mesti menjatuhkan putusan verstek terhadap 
termohon yang tidak hadir memenuhi panggilan. Penerapannya bersifat fakultatif. 
Kepada hakim diberi kebebasan untuk menerapkannya atau tidak. Sifat penerapan 
yang fakultatif tersebut, diatur dalam Pasal 126 HIR sebagai acuan.80 
1. Ketidakhadiran Termohon pada Sidang Pertama, Langsung Memberi 
Wewenang Kepada Hakim Menjatuhkan Putusan Verstek 
Seperti telah dijelaskan diatas, apabila Termohon telah dipanggil secara 
patut namun tidak datang menghampiri siding pertama tanpa alasan yang sah, 
hakim langsung dapat menerapkan acara verstek, dengan jalan menjatuhkan 
putusan verstek. Tindakan itu dapat dilakukan berdasarkan jabatan atau ex 
officio, meskipun tidak ada permintaan dari pihak Penggugat atau Pemohon.81 
                                                            
80 Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 388-389. 
81 Ibid, hlm. 389. 
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Akan tetapi, berdasarkan pertimbangan prinsip fair trial sesuai dengan 
audi alteram partem, jika Tergugat tidak hadir memenuhi pemeriksaan sidang 
pertama, maka kurang layak langsung menghukumnya dengan putusan verstek. 
Oleh karena itu, hakim yang bijaksana, tidak gegabah secara emosional 
langsung menerapkan acara verstek, tetapi memberikan kesempatan lagi kepada 
Termohon untuk hadir di persidangan dengan jalan mengundurkan 
pemeriksaan.82 
2. Mengundurkan Sidang dan Memanggil Tergugat Sekali Lagi Jika hakim tidak 
langsung menjatuhkan keputusan verstek pada sidang pertama: 
a. Hakim memerintahkan pengunduran sidang; 
b. Berbarengan dengan itu, memerintahkan juru sita memanggil Tergugat atau 
Termohon untuk kali yang kedua, supaya datang menghadiri persidangan 
pada tanggal yang ditentukan.83 
Oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah 
dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah 
maka upaya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Pada perkara a quo ini, 
Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan 
relaaspanggilan sidang pada tanggal 17 Oktober 2018 dan 31 Oktober2018. 
Karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak 
pernah hadir ke persidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk mewakili 
Tergugat dalam hal menghadapi perkaranya maka putusan dalam perkara a quo 
                                                            
82 Ibid, hlm. 389. 
83 Ibid, hlm. 389. 
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akan di putus dengan tanpa kehadiran Tergugat dan Turut Tergugat atau verstek 
berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. 
Pada perkara a quo ini, baik Tergugat maupun Turut Tergugat tidak 
pernah mengajukan jawaban atau keberatan terhadap surat gugatan Penggugat. 
Terkait maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah 
menyatakan Penggugat berhak melakukan proses balik nama sebuah rumah type 
36, Kapling No. 1525 terletak di proyek Perumahan di Desa Mejasem, 
Kabupaten Tegal. Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah 
mengajukan bukti surat. Selain bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat juga 
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya yaitu: Saksi 
Yadi dan Saksi Warsito memberi keterangan di bawah sumpah. 
Setelah sidang pembuktian, Pemohon membacakan kesimpulan serta 
menyatakan menerima kesaksian saksi tersebut. Dan atas pernyataan ketua 
majelis Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan 
mohon putusan. Lalu ketua majelis menyatakan bahwa pemeriksaan atas 
perkara ini telah selesai. Setelah itu Persidangan Permusyawaratan majenlis 
Hakim yang dilaksanakan dalam keadaan tertutup untuk umum, karena apa yang 
dimusyawarahkan dalam rangka pengambilan putusan bersifat rahasia, dan baru 
boleh diketahui oleh khalayak terutama para pihak yang berperkara, pada saat 
persidangan pembacaan putusan. 
Oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum 
telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan 
hukum dan beralasan, maka Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil 
dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak 
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menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir 
dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang 
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan 
hukum dan beralasan. Oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat 
untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, berdasarkan dalil-dalil tersebut yang 
dikuatkan oleh alat bukti, yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi. 
Dasar pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan verstek sebagian yaitu 
jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan 
sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka 
Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak 
datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap 
sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir. Berdasarkan hal tersebut diatas, 
dapat disimpulkan oleh penulis bahwa acara ketidakhadiran Tergugat dalam hal 







1. Tinjauan hukum keadaan tidak hadir (afwezigheid) para pihak dalam persidangan 
menurut hukum perdata di Indonesia, antara lain: Tergugat telah dipanggil secara 
sah dan patut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 838 K/Pdt/1975), Tergugat tidak 
hadir tanpa alasan yang sah (Pasal 125 ayat (1) HIR), Tergugat tidak mengajukan 
eksepsi kompetensi (Pasal 125 ayat (2) HIR), Penggugat tidak hadir di persidangan 
(Pasal 124 HIR), Pengunduran sidang akibat tergugat tidak hadir pada sidang 
pertama (Pasal 126 HIR), dan batas toleransi pengunduran persidangan akibat 
tergugat tidak hadir pada sidang pertama, penerapan pengunduran memang dapat 
dilakukan berkali-kali tanpa batas tertentu. Akan tetapi pengunduran yang demikian 
dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dan keberpihakan yang mengabaikan 
keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal tersebut juga 
bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 
2. Akibat hukum ketidakhadiran tergugat dalam persidangan berdasarkan ketentuan 
Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat 
dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Kasus perkara nomor 
34/Pdt.G/2018/PN Slw, penjatuhan putusan verstek sebagian telah sesuai dengan 
hukum yang berlaku dengan dasar pertimbangannya jangka waktu dan formalitas 
panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan 
tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat dan Turut Tergugat 
yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di 
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persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus 
dinyatakan tidak hadir. 
B. Saran 
1. Hakim menentukan apakah pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita sah atau 
tidak yang kemudian juga menentukan proses pemeriksaan di pengadilan yang  akan  
dilakukan.  Oleh  karena  itu,  dalam  memutuskan  sah  tidaknya pemanggilan  yang  
dilakukan  oleh  juru  sita  hakim  sebaiknya  melakukan pertimbangan  dengan  
lebih  teliti,  bijaksana,  dan  berdasarkan  syarat-syarat  yang telah  diatur  dalam  
peraturan  perundang-undangan  demi  terciptanya  keadilan  dan kepastian hukum. 
2. Adanya permasalahan terhadap pemanggilan, diharapkan pemerintah dapat 
memberikan penyuluhan agar masyarakat memahami prosedur pemanggilan yang 
ada dan menentukan pengertian pemanggilan secara jelas untuk menegaskan sejauh 
mana ruang lingkup pemanggilan serta demi terciptanya kepastian hukum.  
3. Masyarakat pencari keadilan diharapkan dapat memahami tata cara beracara di 
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